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Modernisasi Pengawasan ESDM

Berantas Tambang llegal,
Perkuat Penegakan Hukum

Senayan mendesak Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) memperkuat Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Tujuannya, untuk
memberantas praktik pertambangan ilegal yang
merugikan negara dan merusak lingkungan.

ANGGOTA Komisi XII DPR
Yulisman mengatakan, ara
han Presiden Prabowo Subianto
menutup tambang ilegal harus
direspons dengan langkah cepat
dan konkret. Caranva melalui
peningkatan kapasitas SDM
[Sumber Daya Manusia). moder
nisasi teknologi pengawasan,
hingga keordinasi lintas Aparat
Penegak Hukum (APH]).

"Komitmen Presiden harus
diterjerahkan dalam roadmap
nasional, pemanfaatan teknologi
modern seperti drone dan big
data analytics. Serta protokol
koordinasi permanen dengan
Polri, Kejaksaan, Kementerian
Lingkungan Hidup, dan Peme
rintah Daerah,” kata Yulisman,
Sabtu (6/9/2025).

Dalam Rencana Kerja 2026,
Ditjen Gakkum ESDM sudah
menyiapkan penggunaan drone,
GPS, metering otomatis dan
sistem ICT untuk memperkuat
pengawasan di lapangan. Na

mun, langkah itu harus disertai
peta jalan yang jelas agar moder.
nisasi pengawasan berdampak
nyata.

Dia menekankan perlunya
target terukur. mulai dari jum
lah titik rawan yang dipantau.

jumlah kasus ilegal yang ditin

dak, hingga potensi penerimaan
nepara yang diselamatkan:
“Potensi PNEP (Penerimaan
Negara Bukan Pajak) vang
hilang akibat tambang ilegal
sangat besar. Gakkum harus
menghitung resmi kerugian
negara dan menetapkan target
pemulihan sebagai indikator
kinerja utama,” ujarnya.
Palitikus Golkar it juga me
nyoroti lemahnya koordinasi
antar APH vang selama ini ber

jalan parsial. Karena itu, perlu

protokol keordinasi permanen
agar penindakan tidak hanva
berhenti pada sanksi adminis
tratif, tetapi juga memberikan
efek jera serta menyelamatkan
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Yulisman
asel Nepara.

“Mekanisme pemulihan
lingkungan pasca-penindakan
juga wajib disiapkan agar
pemberantasan tambang ilegal
tidak meninggalkan konflik
sosial maupun lahan kritis,”
tegasnya.

Komisi XTI DFR, lanjut Yulis
man, berkomitmen mengawal
modernisasi pengawasan ber
basis teknologi, integrasi data
lintas APH, harmanisasi regulasi
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pusat dan daerah. Serta. evalua
si tahunan terhadap dampak
pemberantasan tambang ilegal
terhadap PNBP dan tata kelola
sumber daya alam.

“Dengan langkah terintegrasi.
kita hisa wujudkan kedaulatan
energl, perlindungan lingkungan
dan optimalisasi penerimaan
negara,” kata legislator asal
Riau itu.

Senada, anggota Komisi XII
DPR Jalal Abdul Nasir meni
lai. penpuatan Gakkum bagian
penting dari penataan tata ke
lola sektor ESDM yang lebih
berkeadilan dan berkelanjutan.

Gakkum ESDM jangan seka
dar menjadi simbol kelem
bagaan, tapi benar-benar men

Jjalankan fungsi preventif, kore

ktif, dan represif secara profe
sional serta transparan.
“Gakkum ESDM harus
mampu memberikan efek jera,
mendorong kepatuhan regulasi
teknis, lingkungan, dan sosial.

Juga perlu berkolaborasi dengan

Polri, Kejaksaan, Kementerian
Lingkungan Hidup, bahkan
melibatkan masyarakat dalam
sistem pelaporan dan penga
wasan partisipatif,” jelas polit
kus PKS itu.

Menurut Jalal, lemahnya pe
ngawasan selama ini menye
babkan maraknya tambang
rakyat tanpa izin. lemahnya
rehabilitasi lingkungan oleh
tambang besar, hingga konflik
sosial antara perusahaan dan
masyarakat. Karena itu. perkuat
pengawasan berbasis teknologi
seperti monitoring real-time,
satelit, digitalisasi, keterbukaan
data [UP dan status reklama
si, hingga keadilan distribusi
manfaat tambang bagi daerah
penghasil.

Dirjen Gakkum ESDM Rilke
Jettii Huwae melaporkan, dalam
dua bulan terakhir pihaknya su
dah melakukan tiga penindakan,
Salah satunya. membongkar
tambang ilegal di Cibinong,

Jawa Barat.

Selain itu. pihaknya juga me
lakukan pendampingan untuk
optimalisasi PNBF melalui
tata kelola stockpile bauksit di
Bintan.

“Pemetaan wilayah tambang
ilegal telah dilakukan, mencakup
hatubara. nikel. hingga mineral
lain. Targetnya September 2025
selurub kesiapan data. personel
dan anggaran sudah lengkap,”
pungkas Rilke. m 1
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